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Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

. bahwa dalom rangka peloksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerinich Daoerah, teloh ditetopkan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintoh Nomor 41 Tahun

2007 tentong  Organisasi Perangkat Daerch lersebut, maka
dipandang perlu metakukan penataan kembali  terhadep Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praia Kabupaten Sanggau:

bahwa untuk maksud huruf b diotes, perlu penetapan kemboali
Pembentukon dan Susunan Organisasi Satuan Polisis Pamong Praja
Kabupaten Sanggau dalom suatu Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembeniukan Daerah
Tingkat It di Kaimartan {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negora
Republik Indonesic Nomor 1820 );

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian {Lembarcn Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor §5, Tambahan Lembaran Negora Republik Indonesia Nomor
3044 ), sebagaimana teich diubah dengan Undcng-Undang Nomor 43
Tahun 1999, (Lembaron Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3890}

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ientang Perbendaharaan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (lembdaran Negora Republik
indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4389);
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Meanetapkan

1.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeran
(Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tumbohan Lembaran Negora Republik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintoh Pengganii Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubohon atas Undang-
Undong Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinichon Doerch menjadi
Undang-Undang ( Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan |embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Nagar
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tombohan Lembaran
Negara Republik indonesic Nomor 4438);

Peraturan Pemerinigh Republik Indonesia Nomer 9 1ahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindochan don  Pemberhentian
Pegawai negeri Sipil {Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2003

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan
Polisi Pamong Praja {Lembaron Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 112. Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4428);

LPeraturan Pemerintaoh Republik indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentong Pembingan  don PengawagQson Penyelenggaraain
Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun

2005 Nomor 165, Tambahan Lemboran Negarg Republik Indonesia
Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagion

Uruson Pemerintahan antaro Pemerintah, Pemerintan Daerah Propinsi
don Pemerintah Daeroh Kobupaten/Kota (Lemboron Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahon Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 }:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41  Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambghan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741 };

Peraturon Menteri Dalam Negen Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataar. Organisasi Perangkat Daerah;

Peroiuran Daerah Kabupoten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Kevangan Daerah;

Peraturan Daerch Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  SANGGAU  TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGALU.
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BAB 1|
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DRalam Peraturan Daerch ini yang dimaksud dengan :

a.
b.
C.

d.

Dcerah adatah Kabupaten Sanggau.

Kepala Daerch adaliah Bupati Sanggau:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adaloh lembaga
perwakilan rokyai daerah sebagai vnsur penyelenggara pemeriniahan daerch;
Pemerintchan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
setuas-iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalem Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Daeroh adalah Gubernur, Bupati atau Walkota dan Perangkat Daerah
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;

Sekretariat Doerah adalah Unsur Staf yang membaniu Kepala Daerah dalom menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;

Sekretaris Doerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau;

Satuan Polisi Pamong Praja adalah  unsur  Pelaksana Pemerintah Daerah dalom
memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah;
Desentralisasi adalah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus Jtusan pemerintahan dalam  sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa
don daori Pemernintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas-tegas tertentu:
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang don kewqjiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendii  urusan pemeriniahan  dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural;

Kelompek Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugos, tanggung
jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipll dalam satuvan-satuan organisasi yang

dalarn pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilon fertentu
serta bersifat mandiri. _

BAB Il
PEMBENTUXAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaoten Sanggau.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

1) Susunan Organisasi satuan Polisi Pamong Froja terdin dan :

a. Kepdaiq;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi sebanyak-banyaknya 3 {figa) seksi; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bogian Tata Usaha, Seksi- dan Kelompck Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1]} Peraturan Daerah ini, jumiahnya ditentukan berdasrkan analisis beban kerja

dan peraturon yang beriaku:

{3) Strukiur organisasi, tata kerja, fincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

ditetopkan dengan Peraturan Kepola Daeran.

1€9



BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
fasal 4

{1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Pemerintoh Daerah dibidang
ketentraman don keterliban umum serta penegakan peraluran daerah, yong berada
dibowah dan bertanggung jowab kepada Kepala Daerah;

{2} Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh secrang kepala;
Pasal &

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan keterliban
umum serig menegakan pelaksanaan Peraturan Doerah, Peraluran Kepala Daerah, Keputusan
Kepala Deerah serta kebijokan Kepola Daerah;

Pasal &

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Satuan

Polist Pamong Prajo mempunyai fungsi;

a. Penyusunan program dan pelaksanacn ketentramaon dan ketertiban umum, penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan pemelinaraan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
di daerah;

c. Pelaksanaan kebijoken penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kenala Daerah dan
Keputusan Kepala Daerch;

d. Petaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelengaraon keteniroman dan ketertiban
umum serta penegakon Perturan Daerah, Peraturan Kepala daerah dan Keputusan Kepala

Doerah dengaon oparat Kepolisian Negarq, Penyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS) dan otau
-aparatur lainnya; ’

_e. Pengowason terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturon Oaerch,
Peraturan Kepalo Daerah dan Keputusan Kepalo Daerah:

f. Peloksonaan tugas lain yong diberikan oleh Kepala Daeroh sesuai dengan kewenongan
dan tanggung jowabnya.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasacl 7

Pada Satuan Polisi Pamong Prajo dapat difetapkan  Kelompok Jabotan Fungsional tertentu
sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku;

Fasal 3

Kélompok Jabatan Fungsi'oncl sebagaimana pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, mempunyai

tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing sesual dengan
kebutuhan.

Pasal ¢

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Pergiuran Daerah ini
terdin dari sejumlah tenogo dalam jenjang jabatan fungsional yong dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yong berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Satuan Polisi Paraong Praja;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagoimona dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat

dibogi cias kelompok dan sub kelompok sesuai dengon kebutuvhan bebon kefjo dan
keahliannyaq;

(3] Pembincan terhadap tenaga fungsional dilaksanakon sesuci cengan peraiuran
perundang-undangan yang beraku;
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BAB V]
TATA KERJA
Pasat 10

(1} Daiam menjalankan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pammong Praja, Kepala Sub Bagian,

Kepalo Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi;

(2) Sefiap pimpinan sctu organisasi dalom  lingkungan Satuan  Polisi Pamong  Praja
bertanggung jawat memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta
memberikan bimbingan dan petunjuk-petuniuk baaagi peloksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

{1) Setiap dalam satuan organisai wdjib mengikuli dan mematuhi pelunjuk-petunjuk dan
bertanggung jowob kepada atasan masing-masing serla menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya;

{2) Sefiap laporan yang ditefima oleh pimpinan satuan organisasi dai bawahannya wajib
diolah dan dipergungkon sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan uniuk
membetrikan petunjuk-petunjuk bagi bawahannyaq,

Pasal 12
Apabila Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan melaksanakan tugashya, tugas

Fepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanaokan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala |
Daerah dengan memperhatikaan Daftar Unut Kepangkatan.

BAB VII
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBCRHENTIAN
Pasal 13

11} Kepala Satuan Polist Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon ih.a;

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon [V.a.
Pasal 14

{1} Kepdia Sajuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikon oleh Kepalga Daerah dari
Pegawai Negeri Sipil yang memnuhi syarat;

(2} Pejabat sirnuktural eselon IV dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praia dapat diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretarns Daerah atas pelimpahon kewewenagan dan Kepala Daerah;

{3) Pengangkatan Pejabat Struktural Eseton i dan IV ditingkungon Satuan Polisi Pamong Praja,

mempernimbangkan syarat dan kompetensi jabatan yang teiah ditetapkan berdasarkan
hasii analisis jabatan dan perciuran yang beroku.

BAB VIl
PEMBIAYAAN
Pasal 15

.Segalc biayo yang diperiukan sebagai akibat dikeluwkannya Peraturan-Daerah ini, dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan 3elanja Doerah.

171



BAB IX
A KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Peraturan pelaksanaon dar Percfuran Daeroh ini yang bersifat teknis administrative diatur
kemudion dengon Peraturan Kepcla Daergh.

BAB x
KETENTUAN PERALIHHAN

Pasal 17

{1} Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturaan dan ketentuan yang

mengatur matern yang sama dan alau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini
dinyatakan tidak berloku lagi;

v

{2} Satuaan Palisi Pamong Praja yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus sudah
efektif meloksangkan tugas dan fungsinyo paling lambat 1 {sotu) tahun seteloh beriakunya

Peraturan Daergh in.
BAB Xi
PENUTUP
Pasal 18
PERATURAN Daerah ini mulai bertaku pada tanggai divndangkan.
Agor seliap orang dapat mengetahvinya, memerintahkan pengundangon Peraturan Daerah

int dengon penempatannya dalom Lembaran Daerah Kabupoten Songgav.

Ditetapkandi  : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,

Tia
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggou
Pada Tangga! 1 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN SANGGALU,
Ve
E. ANDENG SUSEMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 23
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BAB IX
KETENTUAM LAIN-LAIN
Pusal 16

Peraluran pelaksanaan dari Peraturan Daerch ini yong bersifat teknis administrative diatur
kemudian dengan Peraturan Kepaola Daeranh,

BAB x
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

{1) Dengon berakunya Peraturan Doerah ini, maka segala Peraturaon dan ketentvan yang

mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Dgerah ini
dinyatakan fidok beraku lagi; .

v

(2} Satuaon Polisi Pamong Praja yong terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus sudah

efeklif melaksanakan tugas dan tungsinya paling lambat 1 {satu) tahun setelak berakunya
Peraturan Daerch ini,

BAB X!
PENUTULP
Pasal 18

PERATURAN Daerah ini mulai berlakv pada tanggal diundangkan.

Agar seticp orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Baerah
ini dengan penempatannya dalom Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetopkon . : Sanggau
. Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Tid
T YANSEN AKUN EFFENDY

Bi Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU.
Ttd
E. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 23

Untuk salinan yang sfih sesuai dengan aslinya

NIP. 010091997
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